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BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

MR

&

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2009 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Muara Enim
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
tahun anggaran 2009;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
It dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tenlang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negafa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang- Undang Nomor B Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonema nomor
4548);

11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara:
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433);

12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4030);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4540);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standdr Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);



17.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan
dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4585);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporart Keuangan dan
Kinerja dan Instansi Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:
4614);

24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

25 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim tahun 2002 nomor 14 seri E);

26.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara
Enim tahun 2004 nomor 7 seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 tahun 2007
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2007 nomor 2 seri E);

27 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2009 Nomor 1
seri A);

28.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2009 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan.Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2009 Nomor 3 seri A);

29.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Fenetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1 seri A),




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN  DAN  BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2009

Pasal 1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2009 terdiri atas -

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah :Rp. 69.689.407.357,26
b. Dana Perimbangan "Rp. 861.711.484.870,18
¢. Lain-lain Pendapatan yang Sah :Rp. 15.368.850.000,00
' Rp. 946.769.742.227 44

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai : Rp.357.335.927.085,00
2. Belanja Bunga ' Rp. 22.362.825 62
3. Belanja Subsidi - Rp. -

4. Belanja Hibah 'Rp. 4.376.895.580,00
5. Belanja Bantuan Sosial "Rp. 9.365.111.812,00
6. Belanja Bagi Hasil : Rp.

7. Belanja Bagi Bantuan Keuangan: Rp. 27.705. 560 000,00
8. Belanja Tidak terduga :Rp.  1.241.101.500.00

: Rp.400.046.958.802,62
b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai *Rp. 38.772.503.718,00
2. Belanja Barang dan Jasa ' Rp.142.199.879.981,00
3. Belanja Modal " Rp.367.425.511.213,32
: Rp.548.397.894.912.32
Jumlah Belanja Rp.948.444.853.714,94
Surplus (defisit) (Rp.1.675.111.487,40)
3.  Pembiayaan
a. Penerimaan .Rp. 92.430.319.150,60
b. Pengeluaran Rp. 7.662.439.9086,57
Jumiah Pembiayan Netto ' : Rp. 84.767.879.244,03
Sisa Lebih pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp. 83.092.767.756,63
Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran 1 Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Phsal 1 dirinci lebih lanjut ke
dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.



Pasal 4
Lampiran Il Peraturan Bupati ini.
Pasal 5

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal'ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

f

BUPAT

Diundangkan di Muara Enim,
pada tanggal . TN

SEKRETARIS DAERAH

ABDUL/WAHAB MAHARIS

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam

Lampiran sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak

peraturan Bupati ini dengan

Ditetapkan di Muara Enim
— Pada tanggal 7 September 2010

ARA ENIM,

MUZAKIR SAlI SOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2010 NOMOR 2 SERT A



